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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penambahan
Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon
Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan

Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan




Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

11.Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:
274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12.Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian
Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan verifikasi
Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
- Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan,

L maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu pada
tahapan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota
DPD:
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 101 huruf (a) yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota
terhadap:
~ 1. pelanggaran Pemilu; dan
(o 2. sengketa proses Pemilu;

b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 16 yang
berbunyi:

a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel
dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD yang telah
memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan/atau
Penelitian Administrasi perbaikan;

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Fakiual dengan cara
menemui pendukung yang namanya tercantum untuk mencocokkan
kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta kebenaran
dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD
yang bersangkutan;

c. KPU/KIP Kabupalen/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat
Jjika identitas sampel pendukung tidak sesuai dengan identitas dalam
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki
pendukung;
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2. Peraturan mengenai program dan jadwal kegiatan Tahapan Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:
Pada lampiran | (angka Romawi satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mendeskripsikan pelaksanaan program
dan jadwal kegiatan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon DPD dalam
penyelenggaraan Pemilu dimulai sejak 6 Februari 2023 sampai dengan 26
Februari 2023.

3. Peraturan mengenai ketentuan Pidana terkait Tahapan Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 518 yang berbunyi:

J Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verfiikasi partai polilik calon Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau
pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan
verifrkasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 519 yang berbunyi:

Seliap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk
menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan
membernikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi
pencdonan anggota DPD dalam Pemilu sebagai6ala dimaksud dalam Pasal
183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520 yang berbunyi:

Sefiap orang yang dengan sengaja membual surat atau dokumen palsu
dengan maksud untuk memakai atau menJnrmh orang memakai, atau setiap
orang yang dengan sengaja memakai sural atau dokumen palsu untuk menjadi
bakal calon anggofa DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk
menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 254 dalr Pasal 260 djpidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).
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4. Sebagaimana uraian diatas maka dengan ini Bawaslu Kota Palopo
menyampaikan imbauan kepada Ketua KPU Palopo agar:

a) Dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap dukungan bakal calon
anggota DPD tim verifikator KPU Palopo menyampaikan jadwal kegiatan
verifikasi faktual kepada Bawaslu Kota Palopo dan jajarannya dibawahnya.

b) Melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon anggota DPD
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c) Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kota Palopo beserta jajaran
dibawahnya atau laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama
Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah maka akan dilakukan penanganan pelanggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan Yth.:
o Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
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